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KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LANDAK

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN LANDAK
NOMOR |fo /DUKCAPIL/TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM

PELAYANAN KONSULTASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN 2021

Menimbang

Mengingat

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

a.

1.

KABUPATEN LANDAK,

bahwa dalam menyelenggarakan penerbitan dokumen administrasi
kependudukan perlu adanya pelayanan dalam bentuk menerima
konsultasi yang dilakukan agar masyarakat mendapat informasi yang
cepat, tepat, responsif dan bertanggungjawab;

bahwa agar masyarakat mendapatkan informasi untuk konsultasi yang
dilakukan dapat berjalan dengan baik maka perlu adanya petugas
mengenai pelayanan konsultasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Landak ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil tentang Pembentukan Tim Pelayanan Konsultasi
Administrasi Kependudukan Tahun 2021.

Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183,
Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 3904)
sebagai-mana telah diubah  dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 55
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3970);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5475);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
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10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
704);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan
Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1789);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang
Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Landak
(Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan
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15.

16.

17.

Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 20) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak
Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak
Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak
Nomor 20);

Peraturan Bupati Landak Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak (Berita Daerah
Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 411) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Landak Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Landak Nomor 60 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak (Berita
Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 702);

Peraturan Bupati Landak Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun
2018 Nomor 531);

Peraturan Bupati Landak Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pelayanan
Administrasi Kependudukan Secara Daring Terintegrasi Di Kecamatan
(Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 735);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LANDAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN
KONSULTASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN 2021.

Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terdiri dari Tim Pelayanan
Konsultasi Administrasi Kependudukan Secara Luring dan Tim
Pelayanan Konsultasi Administrasi Kependudukan Secara Daring.

Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran

I dan Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil ini.

Tim sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA memiliki tugas dan
tanggungjawab yaitu:

a. menerima konsultasi yang dibutuhkan masyarakat terkait mengenai
penerbitan dokumen administrasi kependudukan;

b. memberikan informasi yang benar sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

c. mencatat dalam buku register setiap konsultasi yang diterima;

d. mendokumentasikan dan mengarsipkan setiap konsultasi yang
diberikan;

e. bertanggungjawab atas informasi yang disampaikan kepada
masyarakat; dan

f. dokumentasi dan arsip sebagaimana dimaksud huruf d. sebagai
dasar pedoman pelaksanaan tugas dan pelaporan Petugas Penerima
Konsultasi pelayanan administrasi kependudukan kepada Kepala
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Dinas setiap hari setelah jam pelayanan berakhir pada hari berkenaan.

KELIMA :  Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 4 Januari 2021
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LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LANDAK

NOMOR lfo /DUKCAPIL/TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN KONSULTASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PELAYANAN KONSULTASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
SECARA LURING TAHUN 2021

- KEDUDUKAN
NO JABATAN POKOK Sy
1 2 3
1 TKEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL —
(DISDUKCAPIL) KAB. LANDAK
2. | SEKRETARIS DISDUKCAPIL KAB. LANDAK PENﬁSEgNG
3 | KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK ETUA
DISDUKCAPIL KAB. LANDAK
3 TKEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
DISDUKCAPIL KAB. LANDAK SEKRETARIS
5. | KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DISDUKCAPIL KAB. ANGGOTA
LANDAK
6. | KEPALA BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI
PELAYANAN ANGGOTA
7. TKE KAB
KE I};gll;,}x{ SEKSI IDENTITAS PENDUDUK DISDUKCAPIL KAB, P,
8. | KEPALA SEKSI PEMANFAATAN DATA DAN DOKUMEN pe——
KEPENDUDUKAN DISDUKCAPIL KAB. LANDAK
9. | KEPALA SEKSI PERUBAHAN STATUS ANAK
KEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN DISDUKCAPIL KAB. ANGGOTA
LANDAK
10. | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN ANGGOTA
DISDUKCAPIL KAB. LANDAK
11, | KEPALA SEKSI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI ANGGOTA
KEPENDUDUKAN DISDUKCAPIL KAB. LANDAK
12. | TIM WEBSITE DISDUKCAPIL KAB. LANDAK ANGGOTA

TRPALA DINAS KEPENDUDUKAN

-
W wn“”‘“
QAN PENCE / ,
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LAMPIRAN 1I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LANDAK

NOMOR {& /DUKCAPIL/TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN KONSULTASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PELAYANAN KONSULTASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

SECARA DARING TAHUN 2021

KEDUDUKAN
NO JABATAN POKOK Sy
1 2 3

1. | KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL S——
(DISDUKCAPIL) KAB. LANDAK |

2. | SEKRETARIS DISDUKCAPIL KAB. LANDAK PENﬁSﬁ;NG |

3. |KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK CETUA |
DISDUKCAPIL KAB. LANDAK |

4. | KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL !
DISDUKCAPIL KAB. LANDAK SEKRETARIS |

5. | KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DISDUKCAPIL KAB. ANGGOTA
LANDAK

6. | KEPALA BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI
PELAYANAN ANGGOTA

7. | KEPALA SEKSI IDENTITAS PENDUDUK DISDUKCAPIL KAB. ANGGOTA
LANDAK

8. | KEPALA SEKSI PEMANFAATAN DATA DAN DOKUMEN ANGGOTA
KEPENDUDUKAN DISDUKCAPIL KAB. LANDAK

9. | KEPALA SEKSI PERUBAHAN STATUS ANAK !
KEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN DISDUKCAPIL KAB. ANGGOTA
LANDAK

10. | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN ANGGOTA
DISDUKCAPIL KAB. LANDAK

11. | KEPALA SEKSI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI ANGGOTA
KEPENDUDUKAN DISDUKCAPIL KAB. LANDAK

12. | TIM WEBSITE DISDUKCAPIL KAB. LANDAK ANGGOTA

DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
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